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BUPATI KUBU RAYA PROVINS! KALIMANTAN BARAT 
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR � TAHUN 2024 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 109 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KUBU RAYA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana � dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja � Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang f Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82); 

7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten 
Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 109); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 109 TAHUN 2021 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN & 
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUBU� 
RAYA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun f 
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita 
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 109), diubah sebagai 
berikut: 

1 .  Ketentuan huruf b Pasal 1 1  diubah, sehingga Pasal 1 1  berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 1  

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari: 
a. Kepala Pelaksana; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 



d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; 
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 
f. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana; dan 
g. Kelompok JF. 

2. Ketentuan ayat (1)  dan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1 )  Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  huruf b, 
mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam menyiapkan 
bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan 
penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, tata 
usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,  dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Pelaksana. 

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(1), Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Badan; 

b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan 
mengatur penyelenggaraan tugas di Badan sesuai lingkup tugasnya; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan 
keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan 
umum; 

d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

e. pengendalian kegiatan di Badan; 

f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas di Badan; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1 )  Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1 ) ,  
membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  dipimpin oleh 
seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris. 

5. BAB IV dihapus. 

6. Pasal 31 dihapus. 



' 

7. Ketentuan ayat (1)  Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 33 

(1) Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala 
Sub Bagian dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dan JF harus 
memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi 
pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman 
pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, temperamen dan 
prestasi kerja. 

(3) Syarat dan kompetensi jabatan untuk setiap jabatan struktural dan JF 
diatur dengan Peraturan Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang 
bertanggung jawab di bidang organisasi. 

(4) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural dan JF diatur dengan 
Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan. 

9. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten ubu Raya. /; 

itetapkan di Sungai ya 
ada tanggal ;,;, iJor, a,..; .;,o;,4 

,..,., u A I KUBU RAY � 

DA A 

Diundangkan di Sungai Ray 
pada tanggal . . .  i'.� . . .  �<HW,Q� . . .  �. :l� 

1"'111•0 S DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA 

RAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN . .  P.O?:L . .  NOMOR..� . .  
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